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KEPTITIISAN BUPATI CIANJUR

NOMOR 05 TAHUN 2OO2

TENTANG

PEDOMAN DAN TATA CARA PENCAJUAN SERTA PENYERAIIANBANTUA}I
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK

h{enimbang

BI]PATI CIAN.IIIR

a. bahrva unfuk mernbantu partai politik dalam memperjuangkan cita-cita
para anggotanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara, disamping untuk lebih mening$atkan peran partai politik
dalam melaksanakan tugas+ugas pembangunan dan mewujudkan cita-
cita hangpa Indonesia, maka Pemerintah Daerah perlu memberikan
barrtuarr keuarrgan kepacla partai yang me{nperoletr suara <lalam
Pemilu;

b. bahu'a atas elasar tersebul, ctan dalam rangka. tertib arlministrasi
dipandang pedu ntenetapkan Keputusan Bupati tentang Pedoman dan
Tatacara Pengajuan seria Penyerahan Bantuan Keuangan Kepada
Partai Politik.

1. Llndang-undang Nomor 14'fahun 1950 tentang Pernerintahan Daerah
Kabupaten clalarn Lingftungan Propinsi Jawa Barat (Berira Negara
Tahun 19-s0 Nomor 43);

2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
(Lembaran Negnra Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Nomar 3809);

3. Undang-undang Nornor 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undpng Nomor 4 Tahun
2000 (Lernbaran Negara Tahun 2000 Nomor 71, Tarnbahan Lembaran
Negara ]'lomor 3959);

4. Lindang-undang ]iomor 22 Tahun 1999 tcntang Pcmerintahan f)aerah
(l,embaran Negara Talrurr 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

5. Peraturan Pemerintah l'lorrror 33 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan
L)nd.ang-undang, Nomur 3 T'ahun 1999 tentang Pemilihan Umum
(Lembaran Negara l"ahun 1999 Nomor 71, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3M7);

6. I'eraturan Pemerintah Nomor 5l Tahun 2001 tentang Bantuan
Keuangan Kcpada Partai Politik (Lcmbaran Ncgara Tahun 2001
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor a105);

7. Peraturan L)nerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 tentang
Orga nisasi Pernerintaha n Daerah li.abupaten Cianjur.
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTTISAN DUPATI TENTANC FEDOI,{AN DAN TATA CARA
PENGAJUAN SERTA PENYETL\HAN BANTI.IAN KEI.TANGAN
KEPADA PAKTAI POLITIK.

BAB I

KETENTLIAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dirnaLrud dengan :

a. Pernerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;

b. Bupati aclalah Rupati Cianjur;

c. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Sekretariat f)aerah
Kabupaten Cianjur;

d. Ii.antor }-esatuan Bangsa adalah Kantor liesatuan Bangsa Kabupaten
Cianiur;

e. Partai Politik adalah Partai I'olitik 'Tingkat Kabupaten peserta
Pemilihan Llmum;

ll f)ervern Pimpinan Daerahr(labang (DPD,/DPC) adalah Pengurus
Panai Polit.ik di'tingkat Kabupaten yang ditetapkan disahkan dengan
Surat Keputusan l)erl'an Pimpinan Pusat Partai Politik yang
bersan$iutan atau berdasarlian ketentuan perafuran organisasi Partai
Politik tersetrut;

S. Bantuan Lleuangan Partai Politik adalah sumbangan dari Pemerintah
f)aerah kcpada I'artai Polilil, yang jumlah bantuannya dihitung
berdasarhan percrlehan slmra I'ang sah pada. Pemilihan tlmum Tahun
1999;

- h. Suara Salt actalah suara yattg diperoletr Partai Pcrlitik pada Pemilihan
Ilmum 'Iahun 1999 yang telah di.sahkan oleh Panitia Pemilihan
l)aerah Katrupaten sesuai dengan dokumentasi otentik pada. Panitia
Pemilihan Daerah Tingkat Kabupaten/Kantor Kesatuan Bangsa;

i. Tim Verifikasi dan Asistensi Partai Politik adalah tim yang melakukan
pcnclitian pcrsyaratan administrasi bagi Partai Politik yang
mengajukan bantuan lieuangan kepada Pemerintah Daerah.

BAB II
PERSYAFLATAI.i llAi.i TATA CARA PEiicAJUAi.l BAI.{TUAN

KEI-IANGAN K.EPADA PARTAI POLITIK

Pasal 2

Bagi Partai Politik yang akan mengajukan bantuan keuangan kepada
Pemerintah Daerah, harus rnelampirkan peniyaratan sebagai berikut :

a. Surat Keputusan Susunan Pengurus Asli dari Dewan Pimpinan Partai
Politik yang berwenang;

b. Anggaran Dasar dan .{nggaran Rumah Tangga Partai Politik yang
bersangkutan;

c. Surat Kercrangan Domisili atau Sekretariat Panai Politik yang
bersangkutan;
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d. S urat Pernyataan bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku,
apabila pengurus Partai Politik yang bersangkutan memberikan
keterangan yang titlak benar.

Pasal 3

.(l) Tatacara pcngajuan bantuan kcuangan Partai Politik kcpada
Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

a. Diusulkan secara tertulis oleh DPD/DPC Partai Politik yang

bersangkutan kepada Bupati melalui Kantor Kesatuan Bangsa

ctengan tembusan kepada Bagian Keuangan serta melampirkan
persyaralan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 2 Keputusan ini;

b. Surat pengajuan sebagaimana dimaksud dalam butir a, ditanda
tangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris dengan dibubuhi Cap
Partai Politik yang bersang$rutan.

(2) Surat pengpjuan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam ayat
(l) Pasal ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-rnasing satu
rangkap untuk Bupati dan safu rang$,ap untuk Bagian Keuangan.

tsAts III
TATA CARA PEN\TRAI.IAN BANTTIAN KEUANGAN KEPADA

PAPi'IAI POLflIri
Itasal'l

(1) Bantuan keuangan yang diusulkan oleh Partai Politik kepada
Pernerintah Daerah, setelah mendapat persetujuan dari Bupati
diserahkan oleh Eupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan
Bendaharaa DPD/DPC Parrai Politik yang bersangkutan.

(2) Apabila Ketua DPD/DPC sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
Pasal ini, berhalangan maka yang bersangkutan dapat menunjuk
seorang Wakil Ketua atau Sekretaris untuk mewakilinya dengan
membuat Surat Kuasa.

(3) Penyerahan bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan secara
benahap sesuai dengan keadaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah

(4) Penyerahan bantuan keuangan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk
kepada Ketua timum dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau
yang me\4?kilinya, dilalcsanakan dengan Berita Acard Serah Terima.

(5) Berita Acara Serah Terima sebagaimana dimaksud dalam ayat (4)
Pasal ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing satu rangkap
runtrrk Bupati sanl rangkap untuk DPD/DPC Partai Politik yang
bersangkutan.

. 
BAB IV

TIt\,{ VER.IITII.-ASI DAN ASISTENSI

Pasal

(1) Untuk melalisenakan penelitian persyaratan administrasi bagi Partai
Politik yang mengajukan bantuan keuangan kepada Pemerintah
Daerah, dibentuk Tim Verifikasi dan Asistensi.
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(2) Keanggotaan Tim Verifikasi dan Asistensi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) Fasal ini, terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa
dan Bagian Keuangan.

Pasal 6

Tim Vcrifikasi dan Asistcnsi scbagaimana dimaksud dalam Pasal 5

Keputusan ini, mempunlai tugns :

a. melakanakan penelitian terhadap persyaratan administrasi;

b. mengadakan koordinasi dengan DPD/DPC Partai Politik dan Instansi
terkait untuk klaritikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan
persyaratan administrasi ;

c. mernbuat Berita Acara Serah Terima yang ditanda tangani oleh Bupati
atau pcjabat yang ditunjuk dan Kctua scrta Bcndahara Partai Politik
atau yang mewakilinya;

d. melaporkan hasil pelalsanaan tugasnya kepada Bupati.

BAB V

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 7

Flal-hal 5'ang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai
teknis pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dan merupakan bagian
yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

Paqal S

Keputusan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal ?5 Maret ZAA?,

BUPATI CIAhIJUR,

Cap /Ltd.-

WASIDI SWASTOIvIO

di Ciaryur
aret 2AA?

AERAH,

]t{IP.480 061 fr??

LEh'iBARAj\i DAERAH
TAHLI].{ 2002 SERI I}.
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